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Kedeputian Pencegahan BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI



Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas
dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
(Pasal 3)

Koordinasi
(Pasal 7)

(Pasal 14) .
Tugas KPK

N

Penyelidikan,
Pencegahan Penyidikan
(Pasal 13) &Penuntutan

(Pasal 11)




Rencana Strategis KPK 2011-2015 dan Tugas KPK ~ L&*@]

Fokus pelaksanaan tugas antara lain perbaikan sektor strategis
terkait kepentingan nasional (national interest) meliputi:

1) Ketahanan energi dan lingkungan (energi, migas, pertambangan dan
kehutanan)

2) Ketahanan Pangan plus (pertanian, perikanan, peternakan)
3) Pendidikan & kesehatan,

4) Penerimaan negara (pajak, bea dan cukai, serta PNBP)

5) Infrastruktur
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Kewenangan KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

it TUGAS KPK
(ps-0)

e - Penyelidikan, .
Koodinasi Supervisi Penyidikan dan Pencegahan Monitor

(ps.7) (ps-8) S (ps.13) (ps.14)

Memberi saran perubahan jika berdasarkan

Melakukan pengkajian terhadap sistem
pengelolaan administrasi

hasil pengkajian, sistem pengelolaan
| administrasi tersebut berpotensi korupsi

Melaporkan jika saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut
tidak diindahkan kepada Presiden, DPR, & BPK




PENCEGAHAN KORUPSI

SEKTOR SUMBER DAYA ALAM - KPK

Kelautan Minerba Kehutanan & Perkebunan

Kajian Sistem Kajian Kebijakan Pengusahaan Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan

Pengelolaan Ruang | Batubara di Indonesia (2011) Kawasan Hutan (2010)

Laut & Sumberdaya — :

Kelautan (2014) Kr?\jlan Sistem Pengelolaaan PNBP | NKB 12 K/L Percepatan l?engukuhan
Minerba (2013) Kawasan Hutan Indonesia (2013)
Kajian Perizinan di Sektor Kajian Perizinan di Sektor: Kehutanan,
Pertambangan (2013) Pertanahan (2013)
Kajian Sistem Pengelolaan Pajak Kajian Sistem Pengelolaan Hutan-Perum
Sektor Batubara (2014) Perhutani (2014)

Koordinasi Supervisi atas
Pengelolaan Pertambangan
Minerba di 12 Provinsi (2014)

Korsup Kelautan Korsup Minerba di 19 Provinsi Korsup Kehutanan dan Perkebunan di 24
di 34 Provinsi (2015) — lokus 6 Kota Provinsi (2015) — lokus 7 Kota

(2105) — lokus 9
Kota 5




PENCEGAHAN KORUPSI
SEKTOR SUMBER DAYA ALAM - KPK

SEKTOR PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

1. Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara di Indonesia (2011)

2. Kajian Sistem Pengelolaaan PNBP Minerba (2013)

3. Tindak Lanjut Nota Kesepakatan Bersama (NKB) Percepatan
Pengukuhan Kawasan Hutan ( 2013)

4. Koordinasi Supervisi atas Pengelolaan Pertambangan Minerba di
32 Provinsi (2014-2015)

KPK



SIPTEM PENGUSAHAAY
P BATUBARA INDONESIA;
== ~TAHUN 201.1

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

Komisi Pemberantasan Korupsi
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Sumberdaya Batubara Indonesia KPK

. Potensi cadangan batubara (20 miliar MT): 2,6% dari cadangan dunia

o Produksi batubara Indonesia tahun 2010 mencapai 333 juta MT atau 5% dari
produksi dunia

« Konsumsi batubara dalam negeri tahun 2010 hanya 67 juta MT sehingga
79,87% untuk ekspor

. Laju Eksploitasi 1,66% per tahun > Australia (0,5%) dan India (0,8%) dan
diperkirakan cadangan batubara di Indonesia akan habis dalam 20 tahun

« Penerimaan negara tahun 2010 dari batubara Rp 22,46 T yang terdiri dari
Royalti & luran Tetap Rp 10,18 T serta Pajak Rp 12,28 T — Masih banyak
potensi penerimaan yang belum terpungut

« Pelaku Usaha batubara : 48 PKP2B dan 8.475 KP/IUP (tahun 2011) — 54%
KP/IUP belum berstatus Clean & Clear

Sumber: Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara, Ditjen Minerbapabum, 2011



PETA DEPOSIT BATUBARA DUNIA

i

Total World
826 bt

Source: Indonesian Coal Mining Association, BP Statisctics




Terdapat 22 Temuan

Belum ditetapkannya aturan-aturan pelaksanaan UU No 4 tahun 2009

e Menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri sebagaimana amanat pelaksanaan dari UU 4 2014 antara lain:
e Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan:
o Tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian pertambangan
o Tata cara melakukan delineasi
o Tata cara pengelolaan data dan atau informasi
e Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara.
o Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batubara
Pedoman perizinan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan
Tata cara pemasangan tanda batas WIUP dan tata cara pemasangan tanda batas WIUPK
Pengadaan Tenaga Kerja, Tata Cara Pembelian Barang Modal, Peralatan, Bahan Baku, dan Bahan Pendukung Lain pada Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Tata cara pengendalian produksi mineral dan batubara dan tata cara pengendalian penjualan mineral dan batubara
Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana kerja dan laporan di bidang usaha pertambangan mineral dan batubara.
Tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan
Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
o Peningkatan Nilai Tambah Batubara.
e Peraturan Menteri dalam pelaksanaan PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
o Tata cara pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan
o Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan
o Tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan inspektur tambang

O O O

O O O O
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Temuan dan Tindak Lanjut

KPK
Tindak Lanjut
Tidak ada aturan terkait Surat Keterangan Asal Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang larangan
Barang (SKAB) pemungutan sumbangan dari pemegang IUP / KP/ PKP2B
Belum ditetapkannya wilayah pertambangan Telah ditetapkan Wilayah Pertambangan untuk seluruh
Indonesia
Adanya IUP di wilayah perkotaan Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang larangan penerbitan
IUP di wilayah perkotaan
Belum seluruh KIP/IUP berstatus Clean & Clear Telah dilakukan rekonsilasi akhir dan finalisasi Oktober

2015

Timbulnya sengketa wilayah pertambangan akibat Telah dilakukan sinkronisasi peta dasar ke BIG dan KLHK
perbedaan peta dasar yang menjadi acuan

Tidak ada database IUP Telah dibuat database spatial Minerba One Map Indonesia
(MOMI)

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang kewajiban

pelaksanaan usaha pertambangan oleh pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan.

Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah
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KPK

Tindak LAnjut

Terdapat perusahaan yang tidak membayarkan Surat peringatan kepada pemegang IUP dan PKP2B yang
iuran tetap dan iuran produksi kepada Pemerintah tidak melaksanakan kewajiban keuangan dengan benar
kepada Pemerintah ditembuskan ke Kemdagri, Kemkeu,

Temuan dan Tindak Lanjut

dan KPK.
Kurangnya jumlah pengawas dan inspektur Telah dilakukan pelatihan inspektur Tambang di
tambang yang ada di Distamben Kementerian ESDM

Provinsi/Kab/Kota

Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang tidak Telah diterbitkan Permen ESDM terkait Reklamasi
sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta tidak

ada standar evaluasi tingkat keberhasilan

pelaksanaan reklamasi dan pascatambang

Tingkat kepatuhan penyampaian laporan Membuat Surat Edaran Dirjen MINERBA tentang
pelaksanaan usaha pertambangan oleh kewajiban pelaporan pelaksanaan usaha pertambangan.
Gub/Bupati/Walikota Ke KEMESDM masih rendah
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Perbaikan Sistem dan Regulasi KPK

KPK bekerjasama dengan Ditjen Minerba ESDM melakukan:
* Perbaikan regulasi 2 menerbitkan Permen pelaksana UU 4/2009
 Penguatan kelembagaan

 Perbaikan ketatalaksanaan perizinan

* Membangun database pengelolaan minerba: pelaku usaha, produksi, pemasaran,
pembayaran kewajiban keuangan, dll

 Monitoring kepatuhan pelaksanaan kewajiban pemda dan pelaku usaha

* Mendorong penetapan batas wilayah pertambangan

e Membenabhi izin usaha melalui proses clean and clear

 Mendorong renegosiasi kontrak agar sesuai dengan semangat UU 4/2009

e Memperbaiki proses pengelolaan PNBP dari sektor minerba



. s L i KAJIAN SISTEM
Pl 5 RPENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
pa B ,f;ffg; g MINERALDAN BATUBARA, TAHUN 2013

DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

KEDEPUTIAN BIDANG PENCEGAHAN

Komisi Pemberantasan Korupsi



B.1. Alur Proses Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
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Alur Penambangan dan Pengangkutan Minerba
= Titik Krusial Perhitungan PNBP Minerba

Do Reklamasi tambang

Kegiatan pengurukan g Mine reclamation

T Dumping activity
Kegiatan G&B
Clear and grub activity

B

T Pengawasan kegiatan Penambangan

1. PerizinanTambang
2. LaporanEksplorasi, FS dan Amdal
3. Rencana Penambangan 1

ROM stock
Runoff Mine stock

Pengawasan Pengangkutan
— DanSurvey kuantitas
Quantity survey

e = = = = = === = =R

p kut d Pemecahan dan pencucian
R e Coal crushing & washing
pengapalan

-
- T
Pemuatan batubara Bar berjalan laut ‘———— : K

Coal loading Overseas conveyor Pengangkutan
Coal hauling

Mine stockyard
e eme—me—

L.!I-
| e

Bar berjalan darat
Overland conveyor

Penimbunan pelabuhan

I

|

|

|

|

Penimbunan tambang —H
|

[ |

1

|

Port stockyard I

PLTU / %

Pelabuhan Tujuan /]\

5 Pengawasan
Distribusi 16




PERMASALAHAN DALAM PROSES
PENGELOLAAN PNBP MINERBA

* Proses Perencanaan: Penetapan Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP
Minerba

* Proses Perhitungan Kewajiban PNBP Minerba
* Proses Penagihan Kewajiban PNBP Minerba Lk
* Proses Penyetoran Kewajiban PNBP Minerba e b

an PNBP Minerba

B
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C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

m Komponen Permasalahan

- Aspek Ketatalaksanaan

Proses Perencanaan:
Penetapan Jenis dan Tarif
atas Jenis PNBP Minerba

Proses Perhitungan
Kewajiban PNBP Minerba

Proses Penagihan
Kewajiban PNBP Minerba

Proses Penyetoran
Kewajiban PNBP Minerba

1. Tarif dan jenis tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan, termasuk dalam pasar
produk mineral dan batubara dunia.

2. Penetapan RPP jenis dan tarif atas jenis PNBP menjadi PP memakan waktu yang lama untuk ditetapkan.

3. Tarif dan jenis tarif PNBP yang berlaku terhadap mineral dan batubara yang berlaku pada KK lebih rendah
dibandingkan tarif yang berlaku pada IUP Mineral. Tarif PNBP untuk royalti yang berlaku pada PKP2B lebih
tinggi dibandingkan dengan yang berlaku pada IUP Batubara.

4. Tidak semua KK/PKP2B bersedia untuk melakukan renegosiasi kontrak termasuk aspek penyesuaian
pembayaran royalti/iuran tetap.

1. Tidak akuratnya perhitungan volume dan kualitas mineral dan batubara yang akan dijual oleh pelaku usaha,
sebagai dasar untuk perhitungan kewajiban royalty

1. Tidak tertagihkannya semua piutang negara (royalti dan iuran tetap) oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

1. Tidak terbayarkannya kewajiban PNBP secara secepatnya ke kas negara sesuai dengan amanah UU No. 20
Tahun 1997 tentang PNBP.

2. Tidak dilengkapinya bukti setor royalti dan iuran tetap (Surat Setoran Bukan Pajak) dengan informasi yang
jelas tentang tujuan pembayaran dan identitas penyetor

3. Tidak ditembuskannya bukti setor PNBP kepada pihak-pihak terkait.
4. Penyetoran PNBP melewati batas waktu pembayaran satu bulan setelah pengapalan

18



C. PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGELOLAAN PNBP MINERBA

Komponen Permasalahan

Proses Penyimpanan 1. Terdapat setoran yang bukan jenis PNBP Mineral dan Batubara yang masuk ke
PNBP Minerba dalam akun penerimaan PNBP Mineral dan Batubara.

Proses Pembagian 1. Rekonsiliasi PNBP antar Kementerian/Lembaga dan Antar Pemerintah Daerah
PNBP Minerba yang masih bersifat manual.

2. Ketimpangan informasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

HAspek Regulasi 1. Ketidaksinkronan substansi aturan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP

dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang lain.

Aspek Organisasi dan 1. Keterbatasan Struktur dan Tupoksi Organisasi
Sumberdaya Manusia 2. Keterbatasan Sumberdaya Manusia

Potensi/Hilangnya 1. Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Hasil Audit BPK

Pendapatan Negara 2. Kerugian Keuangan Negara dari PNBP Minerba berdasarkan Hasil Perhitungan
dari Tidak Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (Tim OPN)

Dilaksanakannya 3. Potensi Hilangnya Pendapatan Negara dari PNBP minerba berdasarkan
Kewajiban Wajib Bayar perhitungan dengan menggunakan data Laporan Surveyor

PNBP
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1. Temuan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN)

Kewajiban yang Belum Dibayarkan

Tahun
IUP PKP2B KK Jumlah
2003
a. Royalti (USS) 1,205,616.38 - 66,533.82 1,272,150.20
Royalti (Rp) - - -
b. luran Tetap (Rp) - - -
luran Tetap (USS) 11,479.09 11,479.09
2004
a. Royalti (USS) - - - -
Royalti (Rp) - - - -
b. luran Tetap (Rp) - - - -
luran Tetap (USS) - - - -
2005
a. Royalti (USS) 1,368,634.45 40,389,040.01 - 41,757,674.46
Royalti (Rp) 3,861,090,138.00 42,985,416,544.00 - 46,846,506,682.00
b. luran Tetap (Rp) 447,750.00 - - 447,750.00
luran Tetap (USS) 17,696.91 - 17,696.91
2006
a. Royalti (USS) - 81,069,493.41 - 81,069,493.41
Royalti (Rp) 349,430,861.18 193,882,738,116.72 - 194,232,168,977.90
b. luran Tetap (Rp) 2,964,947.70 - - 2,964,947.70
luran Tetap (USS) - (713.23) - (713.23)
2007
a. Royalti (USS) 221,350.71 21,107,531.20 - 21,328,881.91
Royalti (Rp) - 220,180,568,046.00 - 220,180,568,046.00
b. luran Tetap (Rp) 14,398,968.00 - - 14,398,968.00
luran Tetap (USS) - 17,657.54 92,272.83 109,930.37




Kewajiban yang Belum Dibayarkan

No Tahun IUP PKP2B KK Jumlah
6 |2008
a. Royalti (USS) 1,070,257.59 158,012,332.54 - 159,082,590.13
Royalti (Rp) 5,393,286,108.76 270,651,700,404.30 - 276,044,986,513.06
b. luran Tetap (Rp) 111,354,490.80 - - 111,354,490.80
luran Tetap (USS) - 22,996.68 - 22,996.68
7 12009
a. Royalti (USS) 11,674,101.88 - - 11,674,101.88
Royalti (Rp) 9,311,754,282.30 - - 9,311,754,282.30
b. luran Tetap (Rp) 1,359,237,569.75 - - 1,359,237,569.75
luran Tetap (USS) - - - -
8 12010
a. Royalti (USS) 746,528.32 - - 746,528.32
Royalti (Rp) 30,522,384,456.18 270,042,161.00 - 30,792,426,617.18
b. luran Tetap (Rp) 338,255,891.15 - - 338,255,891.15
luran Tetap (USS) - 601.79 - 601.79
9 |[2011
a. Royalti (USS) - - - -
Royalti (Rp) - - - -
b. luran Tetap (Rp) - - - -
luran Tetap (USS) - - - -
Jumlah : asumsi 1 USS=Rp 9000, -
Royalti (Rp) 3,340,547,634,522.94 | 3,433,176,039,712.02 598,804,380.00 | 6,774,322,478,614.96
luran Tetap (Rp) 1,826,659,617.40 524,157,210.00 933,767,280.00 3,284,584,107.40
Total 3,342,374,294,140.34 | 3,433,700,196,922.02 | 1,532,571,660.00 | 6,777,607,062,722.36




Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data

Ekspor Batubara (Laporan Surveyor)

Tahun 2010 s.d. 2012

TAHUN | JUMLAHLS | VOLUME (TON) NILAI FOB (USD) ROYALTI/DHPB BELUM
DIBAYAR (USD)

20101 7,240.00 280,767,788.26 | 17,378,028,167.78 486,475,210.10

2011 8,247.00 341,923,986.28 | 26,554,026,971.88 347,403,523.37

2012 5,773.00 263,724,551.36 | 18,99/,443,590.56 390,333,8/5.37

Total 21,260.00 886,416,325.90 | 62,929,498,730.22 1,224,212,608.84

Catatan : Diolah dari Laporan Surveyor yang dimiliki oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kemdag

Dibandingkan dengan data penerimaan Negara yang dimiliki oleh Ditjen Minerba KESDM




Potensi Kerugian Keuangan Negara berdasarkan verifikasi Data Ekspor Mineral (Laporan
Surveyor) Tahun 2011

Potensi Royalti Kurang

(USS)
Jumlah Perusahaan Tahun 2011

1| 44
Nikel 15,413,941.95

2 [Bijih Besi dan Pasir 54
Besi 2 077,411.25

3 | 14
Timbal 221.430.53

A . 34
Bauksit 6,741,777.70

> Mangaan 34
& 206,986.05
Total 180 24,661,547.49

Sumber: Diolah dari data verifikasi Ekspor, 2012



HEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REFUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Yang terhormat :

1. Pemegang lzin Usaha Pertambangan (IUP)
2. Pemegang Kontrak Karya (KK)
3. Pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

di seluruh Indonesia
EDARAN
No. 07 Ef35/DJB/2014

TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENZRIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN
SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA

Sehubungan dengan terbiinya Peraturan MNienteri Keuangan Nomor
32/FIAK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistemn Penerimaan Negara Secara
Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AGI2014
tanggal 27 Februari 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan
Megara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dengan ini kami
instruksikan kepada para pemegang IUP Mireral dan Batubara, KK dan PKP2E, hal-hal
sehagal berikut:

i. Melaksanakan pembayaran dan penyetcran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran
Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalarm mata uang Rupiah
dan mata uang asing secara elektronik melalui Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPON!) dengan menggunakan sistem billing, sehingga Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP} tidak digun

2. Penggunaan sistern billing
antara lain :

a. Teller {ower the counter)

b. Anjungan Tunai Mandiri

c. e-Banking

d. Electronic Data Capture
3. Mekanisme penyetoran

dipercieh Bukti Penerimaan

Mo. | Mekanisme Peny
1. | Teller Bank atau Po!

2. | Anjungan Tunai Mal

3. | e-Banking Eukti Transfer yang dihasilkan oleh
sistem e-Banking

4, |Electronic  Data  Capture | Struk yang dihasilkan oleh EDC
(EDC)

4. Para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B yang akan melakukan

pembayaran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran Produksi/ Royalti dan Penjualan
Hasil Tambang (PKP2B) agar terlebih dahulu mempunyai Kode Billing yang
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran selaku Biller dan dapat diaksas
melalui portal SIMPON!  (www.simponi kemenkeu.go.id). Kode Bifling tersebut
memiliki masa aktif 3 (tiga) hari sejak wakiu diterbitkan.

. Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistem Bifing melalui portal SIMPONI, kepada

Saudara diminta melengkapi data wajib bayar untuk perekaman data billing terdiri
dari:

a. Nama \Wajib Bayar,

b. Alamat Lengkap;

¢c. Womor Telepon;

d. Data Kementerian Negara/Lembaga, Unit Eselon | dan Satuan Kerja;
@e. Nama Badan Usaha;

f. Alamat Badan Usaha;

g. Momor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

h. Alamat Email

. Setelah melakukan perekaman data di atas, Sistem Billing SIMPONI mengirimkan

link akiivasi ke emall Wajib Bayar dan secara resmi telah terdafiar sebagai
pengguna Sistem Billing.

. Direktorat Jenderal Anggaran menyediakan Pusat Layanan dalam rangka

memberikan bantuan, informasi dan petunjuk teknis terkait Sistem Billing SIMPONI
dan dapat dihubungi metalui hotline (021) 34832511, Faksimile (021) 34832515 dan
email: pusat layanan@anggaran.depkeu.go.id

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakaria
Pada tanggal 21 November 2004

] oK FUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

A

TINDAK LANJUT
DIRJEN MINERBA
TERKAIT SIMPONI

Melaksanakan pembayaran dan penyeicran luran Tetap/Landrent/Deadrent, luran
Produksi/ Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah
dan mata uang asing secara elektronik melalui Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPON!} dengan menggunakan sistem billing, sehingga Surat Setoran Bukan
Pajak (SSBP) tidak digunakan lagi.



MENTERI KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA
Nomor  : S- 833 MK.02/2014 11 Desember 2014
Sifat : Segera
Hal . Penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dalam
Pembayaran/Penyetoran PNBP
Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja

2. Panglima Tentara Nasional Indenesia

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

4. Jaksa Agung Republik Indonesia

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara

di Jakarta

TINDAK LANJUT
KEMENTERIAN KEUANGAN

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-h

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Pe
Secara Elektronik mengatur bahwa seluruh Penerimaan Negara disetorkan
Persepsi dengan menggunakan Kode Billing.

2, Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan akuntabilita
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh Wajib Se
Kementerian/Lembaga dan Wajib Bayar yang berada di ba
Kementerian/Lembaga, diminta menggunakan Sistem Informasi PNEP Online
melaksanakan pembayaran/penyetoran PNBP,

3. Wajib BayarWajib Setor melakukan pembayaran/penyetoran PNBP ke B
menggunakan kode billing yang diperoleh setelah melakukan perekaman
Billing SIMPONI sebagai bagian dari Sistern Modul Penerimaan Negara Ge
yang dapat diakses melalui portal (www.simponi.kemenkeu.go.id).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,
kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih,

KEL quteri Keuangan

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran

2. Direktur Jenderal Perbendaharaan
3. Sekjen/Sestama/Sekretaris Kementerian/Lembaga
4. Asisten Perencanaan dan Penganggaran Polri

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan inl disampaikan hal-hal sebagal berikut:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara
Secara Elektronik mengatur bahwa seluruh Penerimaan Negara disetorkan melalui Bank/Pos
Persepsi dengan menggunakan Kode Billing

Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pencatatan dan
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seluruh Wajib Setor di lingkungan
Kementerian/lembaga dan Wajib Bayar yang berada di bawah pembinaan
Kementerian/Lembaga, diminta menggunakan Sistem Informasi PNEP Online (SIMPONI) dalam
melaksanakan pembayaran/penyetoran PNBP.

. Wajib BayarWajib Sefor melakukan pembayaran/penyetoran PNBP ke Bank/fPos Persepsi

menggunakan kode biling yang diperoleh setelah melakukan perekaman data pada Sistem
Biling SIMPONI sebagai bagian dari Sistern Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2)
yang dapat diakses melalui portal (www.simponi.kemenkeu.go. id).

5. Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung
6. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak

Gedung Djuanda | Lantai 3, Jalan Dr Wahidin 1, Jakarta 10710
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3500842, SITUS www.kemenkeu.go.id






Hak Menguasai
Negara

Bumi, air dan
kekayaan alam
yang terkandung
didalamnya
dikuasai oleh
Negara dan
dipergunakan
untuk sebesar-
besar
kemakmuran
Rakyat. (Ps. 33 (3)
UUD 1945.

PENYELAMATAN SDA INDONESIA DAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

Penjelasan UU 30/2002 tentang KOMISI PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Tindak pidana korupsi:

1. Bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada
kehidupan berbangsa dan bernegara;

Pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat;

Tidak lagi kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa;
Pemberantasannya dituntut cara-cara yang luar biasa;

Pemberantasannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta
berkesinambungan.

KPK:

Dapat menyusun jaringan kerja (networking) yang kuat;

2. Memperlakukan institusi yang ada sebagai "counterpartner” yang kondusif agar
pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif;

3. Berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam
pemberantasan korupsi (trigger mechanism);

4. Berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada;

Memungkinkan masyarakat luas ikut berpartisipasi dalam aktivitas KPK;

6. Kinerja KPK dapat diawasi oleh masyarakat luas.

vk wnN

=

h
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KORSUP MINERBA 2014-2015

Jan- Feb FEB — JULI
AUG - DES
2014 2014 2014
FEB 2014 Ll 2014
Kick-Off FEB - JU

Rapat Korsup
Minerba 12
Provinsi

Meeting Korsup

Minerba di KPK AUG-NOV 2014

Monev Korsup
Minerba 12 Prov

DES 2014
Rapat Korsup 19
Provinsi di Bali

Pelaksanaan
Korsup 19
Provinsi

Pelaksanaan
Monev Korsup
19 Provinsi

31 Oktober

PAON RS

Keputusan Final
Tindak Lanjut
Korsup Minerba
32 Provinsi

28



PIHAK YANG TERLIBAT DAN PENDEKATAN KERJA KK

Pemerintah Daerah

* Rencana aksi,
penguatan dan
petrlindungan hak
masyarakat,
penataan perizinan
pengawasan
pemenuhan
kewajiban

bJ

Aparat penegak
hukum

* Format kegiatan
dan komitmen

Masyarakat sipil
dan pelaku

usaha
* Format kegiatan yang
mendampingi atau

mengawasi
pelaksanaan

29



(57)

KPK

Sifat Kegiatan GN-SDA

Penyelamatan sektor SDA merupakan tugas bersama semua elemen bangsa.

KPK menjalankan fungsi trigger mechanism dengan menggunakan peran koordinasi dan
supervisi pemberantasan korupsi.

Akselerasi berbagai bentuk upaya yang dapat membantu penyelamatan sektor SDA
Indonesia.

Menggunakan pendekatan pencegahan yang lebih ofensif dengan mengedepankan
perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi.

Gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah dilakukan KPK: kegiatan
pemantauan terhadap tindak lanjut atas hasil kajian dan kegiatan koordinasi dan
supervisi atas pengelolaan berbagai sektor sumberdaya alam.

Merupakan satu kesatuan dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di
laut.

30



: : (S¥)
Tujuan Kegiatan GN-SDA

KPK

1. Mendorong perbaikan tata kelola sektor SDA Indonesia untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan
aspek keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,
kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.

2. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya alam di darat dan laut
untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan
kehilangan kekayaan negara.
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6 Sasaran Kegiatan GN-SDA %72

KPK

1. Perlindungan dan pemulihan kekayaan negara
2. Penguatan hak masyarakat

3. Pembenahan regulasi

4.Penguatan kelembagaan aparatus negara

5. Peningkatan kepatuhan terhadap regulasi

6. Pembangunan sistem pengendalian anti korupsi

32



5 Fokus Kegiatan Korsup Minerba (57)
dan Target — 46 ITEM RENAKSI PEMDA G

5 FOKUS KEGIATAN TARGET

1. Penataan izin usaha Tidak ada lagi izin usaha pertambangan minerba yang tidak memenuhi persyaratan CnC, tidak

pertambangan memiliki NPWP/IPPKH, melanggar aturan pertanahan, tata ruang dan lingkungan)

2. Pelaksanaan kewajiban keuangan  Seluruh pelaku usaha pertambangan minerba melunasi pelaksanaan kewajiban keuangan: iuran tetap,
pelaku usaha pertambangan iuran produksi, pajak, jaminan reklamasi, jaminan pascatambang, jaminan kesungguhan, jaminan
minerba lingkungan dan kewajiban keuangan lainnya

3. Pelaksanaan pengawasan Semua pelaku usaha menyampaikan Laporan Produksinya secara reguler
produksi pertambangan minerba ° Semua Pemda melaporkan secara reguler laporan pengawasan produksi pertambangan di wilayahnya

Semua Pemda menindaklanjuti pemberian sanksi atas pelaku usaha pertambangan minerba yang

tidak melaksanakan good mining pratice dan atau melanggar peraturan yang berlaku

* Tidak ada lagi PETI
4. Pelaksanaan kewajiban Tidak ada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban pengolahan/pemurnian dan penegakan
pengolahan/pemurnian hasil sanksi bagi yang melanggar
tambang minerba
5. Pelaksanaan pengawasan * Seluruh pelaku usaha menyampaikan laporan kegiatan penjualannya dan penegakan sanksi bagi yang
penjualan dan melanggar

pengangkutan /pengapalan hasil * Seluruh Pemda menyampaikan laporan pengawasan penjualan secara bertingkat

tambang minerba

* Pemberian sanksi bagi semua pelaku usaha dan pihak terkait lainnya yang terkait dengan kegiatan

penjualan hasil minerba secara ilegal 33



PERMASALAH SEKTOR (57)
PERTAMBANGAN MINERBA KPK

A. 10 Permasalahan pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara saat ini

b op M A% 208 LT L e

[EEY
=

Renegosiasi kontrak 37 KK dan 74 PKP2B belum terlaksana

Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara belum terlaksana dengan baik

Pengembangan sistem data dan informasi minerba masih bersifat parsial

Belum diterbitkannya semua aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba
Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan belum selesai

Tidak ada upaya sistematis untuk meningkatkan DMO (Domestic Market Obligation)

Kewajiban pelaporan reguler belum dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah

Kewajiban reklamasi dan pascatambang belum sepenuhnya dilakukan

Pelaksanaan pengawasan pertambangan belum optimal

Terdapat kerugian keuangan negara karena tidak dibayarkannya kewajiban keuangan = tidak optimalnya
sanksi atas pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban keuangannya.

B. Problem implementasi kebijakan pertambangan minerba di daerah

1.

2.
3.

Perbaikan sistem dan kebijakan melalui pelaksanaan action plan atas hasil kajian lebih banyak dilakukan di tingkat pusat
- implementasi lebih banyak dilakukan di daerah - lemahnya pengawasan oleh pemda

Resistensi dan pengabaian pemerintah daerah terhadap sebagian kebijakan pusat
Koordinasi pemerintah pusat-daerah belum berjalan baik 34



B. REKAPITULASI IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN  BATLBARA
NASIONAL

Status 4 Agustus 2015
STATUS MINERAL BATUBARA JUMLAH
C&C 3.787 2.477 6.264
NON C&C 3.151% 1.412* 4.563*
TOTAL 6.938* 3.889* 10.827*
Catatan:

*) Penambahan data hasil inventarisasi ulang per 4 Agustus 2015

= ESOM untuk Kesejahteraan Rakyat



ll. OPTIMALISASI PNBP PERTAMBANGAN MINERBA

(1) REALISASI DAN RENCANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SDA
MINERAL DAN BATUBARA

40,000.00
35,000.00
30,000.00
o
o
m 25,000.00
rr]
=
20,000.00
15,000.00 =¥ o
10,000.00
5,000.00 k/z*— Y
B 2 2005 | 1&5 | 2&:7 | 2&3 |—1&9 | zllﬂﬂ | 2&1 | 11]'12 2013 2014
Realisasi
| IR AN TETAP 50.13 57.10 58.25 76.24 103.06 | 138.40 16126 | 24204 34493 | 46558 | 3,157.44
il R Y AL T 1,642.17 | 3,196.03 | 4,13699 | 577182 | 754764 | 10,0448 | 13,0549 | 156546 | 15473.2 | 18,1383 | 17,7304
e PEMJUALAN HASILTAMBANG| 88136 | 159268 | 244257 | 2.849.01 | 4.854.45 | 5,136.04 | 534327 | 8.396.90 | 819094 | 0,787.70 | 14,5006
e TOT AL 757366 | 484581 | 5,637.81 | 8697.07 | 12,505.1 | 15,319.2 | 18,5505 | 24,2445 | 24,009.1 | 28,3916 | 354875

65 -ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat




SELISIH DATA PRODUKSI
DAN EKSPOR BATUBARA

Data Ekspor dan Produksi Batubara Indonesia

INDUSTRI BATUBARA Data WCI (dim Data ESDM (dim Selisih (dim Persentase
INDONESIA Jutaan M1t) Jutaan Mt) jutaan Mt) selisih

Ekspor 2010 298 166,06 131,949 44%

Produksi 2010 340 230,19 109,81

WCl: World Coal Institute diakses Mei 2013
*terdapat indikasi bahwa tidak semua ekportir batubara Indonesia
melaporkan ekspornya baik kepada kementerian ESDM maupun
dalam SPT

selisih ekspor =$12.267.781.200 (131.94 Juta x $92,98)
selisih produksi =S 10.210.133.800 (109.81 Juta x $92,98)

(Penghitungan kasar dengan asumsi kalori & harga mengacu HBA*: Kalori 6322 kcal/kg gar =
$92,98/ton (rata-rata 2010)

Apabila perbedaan data produksi tersebut di atas dihitung sebagai penerimaan pajak yang hilang, maka besarnya
potensi hilangnya penerimaan pajak pada tahun 2012 dapat mencapai Rp. 28,5 trilyun (data DJMB-KemESDM vs BPS-

Produksi)




DATA PRODUKSI BUJIH TIMAH vs LOGAM TIMAH
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Anomali data Produksi Bijih Timah Vs Logam

Timah (Malaysia, Thailand, China

No Negara
1 Malaysia

2 Indonesia

3 Thailand
4 China

Byjth Timah - 2012

3,639
96,600
199

85,245

Logam Timah - 2012

37,792
52,400
22.847
152,000




Status Ruang Izin Pertambangan berdasarkan L'{;)
Hasil Overlay dengan Peta Kawasan Hutan- Nasional

KPK
* Luas izin pertambangan seluruh Indonesia = 38.894.231 Ha (7.584 unit)
v |UP : 34.727.338 Ha (7.468 unit)
v KK ;. 2.210.698 Ha ( 40 unit)
v PKP2B : 1.956.194 Ha ( 78 unit)
e Status Izin Pertambangan berdasarkan Fungsi Hutan :
v" Hutan Konservasi : 1.372.398 Ha ( 379 unit)
v Hutan Lindung : 4.936.878 Ha (1.457 unit)
v" Hutan Produksi : 19.674.210 Ha (4.327 unit)
Kawasan Hutan : 25.983.486 Ha (5.022 unit)
v’ Areal Penggunaan Lain : 12.910.744 Ha (6.208 unit)
= Status perizinan kehutanan : 25.983.486 Ha (5.022 unit)
v Operasi Produksi : 3.312.612 Ha (1.735 unit)
» |IPPKH : 279.429 Ha ( 457 unit)
» Persetujuan Prinsip : 111.103 Ha (340 unit)
v’ Explorasi : 22.670.874 Ha (3.287 unit)
> |PPKH : 1.230.270 Ha (281 unit)

Sumber: Ditjen Planologi Kemenhut (2014) 39



Data IUP NasionaL - NPWP

(Jumlah IUP yang Diterbitkan J

> Pemegang IUP

10.922

7.834 (100%)

Ber-NPWP

5.984 (76%)

1.850 (24%)

Periode Pajak = 2010 s.d. 2012 Lapor SPT Tidak Lapor SPT

3.276 (42%) 2.708 (35%)

Tidak membayar
pajak*

404 (5%)

Membayar Pajak

2.304 (29%)

*Penyebab:

a. WP belum produksi  b. WP rugi c. WP lebih bayar  d. PPh dibayar = PPh terutang Sumber : Ditjen Pajak, 2014




Hasil Kegiatan Koordinasi dan Supervisi Minerba
KPK - Kementerian ESDM (Status Desember 2014)

Januari s.d Desember 2014
Rp 35.5 T *export ban

Kenaikan PNBP
Batubara sebesar
+Rp10T
Januari s.d Desember 2013
874 IUP Rp26,5T
dicabut/dikembalikan/ Dengan rincian:
berakhir - Batubara:24,1 T
- Mineral :23T

Sumber : Ditjen Minerba, 2015

Dengan situasi harga batubara menurun 30% dari tahun sebelumnya
dan tidak ada ekspor mineral mentah 41



REKAP PENGAKHIRAN IUP

2014-2015
No. Provinsi Tidak diperpanjang Mengembalikan Pencabutan TOTAL
1 [Sulawesi Tengah 0 0 148 148
2 |Sulawesi Tenggara 0 0 35 35
3 |Maluku Utara 0 0 48 48
4 Sulawesi Selatan 0 0 27 27
5 |Kepulauan Riau 57 0 34 91
6 [Sumatera Selatan 33 2 49 84
7 Jambi 46 21 104 171
8 |Bangka Belitung 0 0 18 18
9 |Kalimantan Timur 76 2 18 96
10 Kalimantan Selatan 22 18 30 70
11 |Kalimantan Tengah 0 0 4 4
12 |Kalimantan Barat 10 0 58 68
13 |Aceh 10 0 31 41
14 |Papua 0 0 23 23
15 |Gorontalo 0 0 3 3
16 DIY 0 0 8 8
17 |Sulawesi Barat 0 0 4 74
18 |Lampung 0 0 17 17
19 Jawa Tengah 37 0 24 61
Total 291 43 683 1087

KPK
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N KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Jalan Praf. Dr. Supomo. SH No. 10 Jakarta 12670

Teepon (027) 831458554 8311550 &31°67 Facssimbe (U27) 8280775 E-mai SrErrane N ST Q0 O )
Nomor . R49/30/18B/2014 25 April 2014

‘LD,::\:airlan - ;st?l;ug;r:?\:sus Pengangkutan dan Penjualan Batubara IU P OP Kh usus yang telah
vang lzinnya Telah Berakhir - - 8
berakhir di Kementerian ESDM

Yang terhormat,

1. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan — Ditjen Perdagangan Luar Negeri
2. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis — Dijen Perdagangan Dalam Negen

3. Direktur Teknis Kepabeanan — Ditjen Bea Cukai

4. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut — Ditjen Perhubungan Laut

5. Direktur Sucofindo

6. Direktur PT Surveyor Indonesia

Di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan data terkait Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Khusus Pengangkutan dan Penjualan Batubara (IUP OPK Angkut Jual Batubara) sebagai

bernkut Berkenaan hal-hal di atas, bersama terfampir kami sampaikan.
- Daftar IlUP OPK Angkut Jual Batubara yang telah mendapat izin perpanjangan (13
1 Sampai dengan bulan April 2014, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah perusahaan) yang merupakan Lampiran | ; dan
menerbitkan 604 IUP OPK Angkut Jual Batubara dan 233 IUP OPK Angkut Jual - Daftar IlUP OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya telah berakhir pada bulan
Batubara diantaranya pada SK nya tidak dicantumkan perusahaan asal batubara Februari dan Maret 2014 (115 perusahaan) yang merupakan Lampiran Il
karena merupakan format SK awal dengan periode penerbitan 4 Februari 2011 sd 27
Juni 2011 dan dengan jangka waktu izin 3 tahun (izin berakhir pada bulan Februari sd Dalam rangka pembinaan dan pengawasan atas kegiatan pemegang IUP OPK Angkut
Juni 2014). Jual Batubara serta untuk optimalisasi penerimaan negara kami mengharapkan dukungan
: : Saudara untuk tidak memberikan pelayanan operasional bagi IUP OPK Angkut Jual Batubara
4 Dalam rangka memberi pedoman tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana Lampiran Il dan melakukan pengawasan sesuai kewenangan atas kegiatan IUP
untuk pengangkutan dan penjualan teiah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya masih berlaku.
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian 1zin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral
dan Batubara. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, diucapkan terima kasih.

3 Pasal 21 dar Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2013 menestapkan:

- JUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan diberikan untuk jangka waktu paling
sedikit 3 tahun dan paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu
paiing lama 3 tahun untuk setiap kali perpanjangan.

- Permochonan perpanjangan IUP OPK untuk pengangkutan dan penjualan harus
diajukan paling cepat 6 bulan dan paling lambat 2 bulan sebelum IUP OPK untuk
pengangkutan dan penjualan berakhir

irektur Pembinaan Pengusahaan

“ Dari 233 IUP OPK Angkut Jual Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat
55 IUP OPK yang telah mengajukan permohonan perpanjangan izin dan sampai dengan
bulan April 2014 | Direktur Jenderal Mineral dan Batubara telah menerbitkan 13 SK

anjangan IUP OPK Angkut Jual Batubara
perpanjang g Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
—= (3) Direktur Penelitian dan Pengembangan — Deputi Pencagahan Komisi Pemberantasan
/ Korupsi

’SYY | 43

5 Berdasarkan data pada Direklorat Pembinaan Pengusahaan Batubara. terdapat 115 IUP
OPK Angkut Jual Batubara yang izinnya telah berakhir pada bulan Febtuarsdaﬂ’r Ngret
2014 dan perusahaan tidak mcngajukan permohonan perpanjbngan nzm —
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EDARAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REM No. 07 E/35/DJB/2014
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BAT K P K

TEMTANG
Yang temormat | TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN
PENERIWVIAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN NON ANGGARAN = m
1. Pemegang lzin Usaha Partambangan (IUP)
2 Pamagang Kontrak Karya (KK) SECARA ELEKTRONIK DARI SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA Tindak Lanjut K.ESDM
3. Pemegang Penjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Bal
i seiuruh Indonesia 1
EDARAN Seghubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pembayaran meIaIU| SIMPONI
No. 07 E/3S/DJB/2014 32/PWMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara
TENTANG Elektronik dan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-1/AG/2014
TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORA tanggal 27 Februari 2014 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan 4. Para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP28 yang akan melakukan
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN PENERIMAAN Megara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik dengan ini kami pembayaran luran Tetap/Landrent/Deadrent. luran Produksl/ Royalti dan Penjualan
SECARA ELEKTRONIX DAR! SUMBER DAYA ALAM MINER) instruksikan kepada para pemegang IUP Mineral dan Batubara, KK dan PKP2B, hal-hal s o] . . S s Sl ey S d.;':""_.'::
sebagal berikut: melalui portal SIMPON!  (www.almponi kemenkeu goid). Kode Biling tersebut
memiiki masa akiif 3 (liga) han sejak wakiu diterdDitkan.
1. iielaksanakan pembayaran dan penyetoran luran TetapfLandrent/Deadrent, luran 5. Untuk mendaftar sebagai pengguna Sistemn Eiling melalul portal SIMPONI, kepade
Produksil Royalti dan Penjualan Hasil Tambang (PKP2B) dalam mata uang Rupiah :“’“‘ diminta melengkapi data wajd bayar untuk perekaman data bifling terdii
dan mata uang asing secara elekironik melalui Sistem Informasi PNBF Online BN .
(SIMPOM!) dengan menggunakan sistem billing, sehingga Surat Setoran Bukan o Mm )
Pajak (SSBP) tidak digunakan lagi. ¢ Nomor Telepon;
d. Data Kementeran Negara/Lembaga, Unit Eselon | dan Satuan Kena,
2. Penggunaan sistem billing dalam SIMPONI| dapat dilakukan melalui beberapa cara o - m Usaha
antara lain : 2 Nomor‘ m Wayib Pajak (NPWP)
a. Teller (over the counter) Bank atau Pos Persepsi; 6. Setelsh melakukan perekaman data di atss. Sistem Billing SIMPONI mengirimkan
b. Anjungan Tunai Mandiri (ATM) link aktivasi ke emal Wajb Bayar dan secara resmi telah lerdaftar  sebagai
¢ e-Banking monu Sistern Bding
d. Electronic Data Gapture (EDC). V. St St ot Sovstten St Lue e cone
3. Mekanisme penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas e S s e P (W1} SN o
diperoleh Bukti Penerimaan MNegara (BPM) sebagai berikut:
: Ho. | Mekanisme Penyetoran Bukti Penerimaan Negara Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahu dan dilaksanakan
1. | Teller Bank atau Pos Persepsi | Bukti Penyeloran yang ditera MNomor o,,m"'""“"nw"" """"n M", 2014
Transaksi Bank/Pos (NTB/NTP) dan ——
Nomor Transaksi Penerimaan Negara eSS
{NTPN) . 7
2. | Anjungan Tunai Mandiri (ATM)} | Struk yang dihasilkan oleh ATM
3. | e-Banking Bukti Transfer yang dihasilkan oleh :‘m Energl can Sumber Days Minenas;
i i 2. Menter Keuangan,
L sistem s-Banking o 3. Gubermur, Bupat¥Walkkota Penghasil M-n.mlg:n Batwbars
4. |Electronic Data  Capture | Struk yang dihasilkan oleh EDC S, Inaposdur Sonwierss Kemmerdarien Enerss can Sumber Daye MInerst
(EDC) 8 Diroktur Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Jenderal Anggaran 46




KEMENTERIAN LEINGKUNGAN HIDUP

REPUBLIK INDONESIA

JALAN DL PANIAITAN, KEEON NANAS, JAXARTA 13410, INDONESIA <« XOTAK POS 7777 JAT L3000
TELEPON - 021-8317148, 858006769 (CPERATOR)- FAKSEMEIE 021-8517147« SITUS - wawwa meniga id

Nomor i B-V\003  /Dep. V/LH/HK/10/2014 | Oktober 2014
Data Status Lingkungan Hidup Proper dan

Data Pelanggaran Lingkungan Hico Tindak Lanjut Lingkungan Hidup

Sehubungan dengan surat Deputi KPK Bidang Pencegahan tanggal 3 September 2014 Proper Pertambangan pada 16 PrOV]-nSl
Nomor B8-4440/10-15/09/2014 tentang Permintaan Data terkait Status Pelaksanzan Kewajiban
Pertambangan Mineral dan Batubara di 22 provinsi, bersama ini disampaikan data 16 provinsi
dan data provinsi iainnya akan disampalkan pada kesempaten berikutnya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Lampiran Surat Nomaor: B-1 | 89% (Dep v/LH/MHK/ 1072014
Mo Perusahaan Habupaten Prowvinsi Hetarangan
1. I'FT. Cibaflung Sumber Daya Pancagiang Bartben Proper Mersh )
2. | FT. Bara [ndah Lestari Selumna Benguiu Proper Meralt
3. | PT. D Mas Hitam Benghulu Tengah — Benghulu Proper Merah
4, | FT. Ferto Rejfang Rejmng Lebong Bergkilu Proper Merah
= . | 5. [PT. Amman Ketahun Bersgladu Utara Bengkuhs Proper Marah
busan: &. FT. Injatama Benghkulu Ltz Berg ki Propear Merah
FMentert Linglangen +dup 7. | PT. Inti Bara Perdana Benghuily Tengah ‘Bengluu | Proper Merah
B. | PT. Ratu Samban Mining — Benghull Tengah Bengkuiu Propar Marah
5. | WUD Sinsmsr ) Chanmasaya SuTaters Baret Fropar Marah
10, | PT. Karbinds Abesyapradhl Suraters Baret Proper Merah
11. | PT. Sinamarinda Lint=s Musantara S Dhanmasraya Susmatera Barat Proper Merah
1Z. | PT. Soe makmur Resources | Timor Tengah Selatan Husa Tenogara Timwr | Sanks! Adminisoas)
13 [ PT. Migrn Medal Perdana Mnahasa LEara Sulawes! Utara Pengaduan dan Binwas,
drefomandasikan ke daerah
| wtuk dibreriken senkesl
[ .
_14. | PT. Rehoboth Fratama Internusa Morowali Sulawes| Tengah Sulawees] Tengah
15. | PT.Emas Mineml Momi ) Magan Faya Aoeh | Pembinzan dan Pergawasan
16. | PT.Pergpernbangzn Investas] Rau Irdragind Hulw | Risu | Pembinzan dan Pengerassn
17. | PT.Samantaks Banibora Indragid Heul Riawi | Pembinaan dan Pengawasan
18. | PT.Lampung Ssjshtera Bersama Lampung Fembsnaan dan Pengawasan
19. | PT.Vasco Blussarttara Kaly sudcabumi | Jerwm Derat, Pembinaan dan Pengawasan
20. | FT.Meve Jember Golden Intermational | Bawa Tirmur Pembinzan dan Pengawasan
21, | PT.Bumi Suksesindo - ] Tavea TimLe | Pembinaan dan Pengawasan |
22. |PTIMeS 0000 0 umalang Jarwen TimLr Fembinean dan Pengawesen
33 PT.IMM Tenpeh Pastioh == ) Lisnejarsg Fawsn Theiue P binsen dan Pengawasan
24. | PT.Earya Dunai Barito T Sumatera Berat Pembinaan dar Pengawesan
25, | PT.Mutiara Bumni Mangofano Sumatera Barat Pambinsan dan Pengawaasn _
47/
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KPK

Tindak Lanjut Dirjen Perhubungan Laut

Z. Terkait dengan sedang dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Supervisi
alas FPengelolaan Mineral dan Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK)}, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menginstruksikan kepada
Saudara hal-hal sebagai berikut:

a. Untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Berlayar {(SPB) bagi kapal yang
melakukan kegiatan bongkar/muat di pelabuhan/terminal khusus/Terminal
Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang tidak memenuhi ketentuan yang

berlaku;
c. Tetap berkoordinasi, baik dengan instansi pusat, instansi teri
stakeholder di wilayah kewenangan Saudara; . . . . . . ,
) D. Untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Berlayar (SPB) bagi pelaku usaha
d. Melaporkan pelaksanaan pengawasan dimaksud kepada DireH — - — . — = 1]
Perhubungan Laut oq. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut pertambangan mineral dan batubara Waing belum m_e]_u r_"I-EE.' [":E‘-"J’EIJIEIEH.
intens: membayar PNBF dan memastkan kebenaran serta detil isian Port of Call

(pelabuhan muat) pada formulir SPB:

e

DIRERTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

3. Demikan disampaikan untuk dilaksanakan

\ # \\
R a e ——
L ) —
Gapt. BOBHAY R. MAMAHIT

Pembina Utama (IV/e)
NIP,. 18560912 198503 1 002




SURAT EDARAN
NOMOR 120/253/83

TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN SETELAH DITETAPKAN

ormnmo 3. Khusus penyelenggaraan perizinan dalam bentuk pemberian atau pencabutan izin E

personel, pendanaan, saran

PRSIy Svion dilalui,

2

mummmmmwmwmb
urusan:

a. pengelolaan pendidikan menengah;

b. pengeiolsan terminal penumpang tipe A dan tipe B

¢ pelaksanaan rehabiitasi dl lar kawasan hutan negara;

kpom.dhmdm.mhkldmm“mm
mmummmmnmma:
perdessan. (f ap 3 [

dilaksanakan oleh susunanftingkatan pemerintahan sesual dengan pembagian
urusan pemerimtahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang -
Nomor 23 tahun 2014 dengan mengutamakan kecepatan dan kemudahan proses =
pelayanan perizinan serta mempertimbangkan proses dan tahapan yang sudah -

%

KPK

SE KEMENDAGRI 120

Tindak Lanjut UU 23
Tahun 2014

pakng

/

dwmﬁ‘ﬁm;”.m"“\M
fingkatavsusunan pemerniahan yang sast inl menyelenggeraksn urusan
pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.

S MMMMMMRWM

Nomor 23 Tahun 2014 dlaksanskan cieh BadarvKantor Kesbengpol danvatau

49



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SE MENTERI ESDM 04-2015

o L]
REPUBLIK INDONESIA Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 XPK
Yang terhormat :
1. @
a m‘:;’;;'}u;mm d. memproscs permohonan yang disjukan kepada Gubernur, antara lain
di berupa permohonan:
sehuruh Indonesia 4. Dalam rangka pelaksanaan peralihan kewenangan penyclenggaraan urusan :

i pemerintahan di bideng pertambangan mineral dan batubara sebagaimana 1) perubahan jangka wakiu IUP Eksplorasi mineral logam dan batubara
dimaksud pada angka 3, diminta kepada Bupati/Waliketa untuk segera [sesuai dengan jangka walttu dalam U Nemer 4 Tahun 2009y
menyerahkan berkas perizinan ada Gubernur, antara lain berupa:

HOMOR: EDARAN Y ) kep . crpRs 2) perubahan Penanamen Modal schagaimana dimaksud  dalam
MOR:  04.E/30/DJR/2015 | & IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral buikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013
| , batuan, dan batubara, dan/atau PR vang telah diterbitkan oleh '
TENTANG Bupati/Walikota sebelum berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 3} peningkatan [UP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produbsi mineral
PENYELENGOARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN - IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi mineral logam, mineral bukan
MINERAL DAN BATUBARA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam

logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan;
logam, batuan, dan batubara, dan/atau IPR vang terlanjur diterbitkan
oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014;

4) perpanjangan IUF Operasi Froduksi logam, batubara, minersl bukan
Ingam dan batuan;

IUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada
1 {satu) kabupaten /kota;

mﬂmﬂ"’“ﬂ Elsplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan
mpm:ﬁnmhmﬁmdm;pmmhnmmmmm ¥

terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2014.

urusan pemerintahan di l:ldan pm mineral dan a,
terhitine seinle tanooal 2 Olrtaker 2014

5 pml -

5. Dalam rangka pclaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi di

bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam
UU Nemeor 23 Tahun 2014, diminta kepada CGubernuf untuk segera:

a. memproses penerbitan atau pemberian persetujuan atas berkas
perizinan yang telah disampaikan oleh Bupati/Walikota scbagaimana
dimaksud pada angka 4 huruf d sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. memperbarui berkas perizinan yang telah disampaikan oleh
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b
(perubahan Keputusan pemberian IUP atan IPR oleh Gubernurj;

c. memproses penctapan WPR;

b. memperbarui berkms perizinan ynn\g'
Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
(perubshan Keputusan pemberian IUP atau

©. memproses penetapan WPR;

dan perpanjangannya.

dapat melakuksn evaluasi terhadap berkas perizinan yang
olch Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada anghka 4
huruf b,

wibogn O+ Memproscs permohonan yang disjukan kepada Gubernur, antara lain

berupe permohonan:
1) perubahan jangka waktu IUP Eksplorasi mineral Jogam dan batubara
(sesuai dengan jangka waktu dalam UU Nomor 4 Tahun 2009);

2) perubahan Penanaman Modal scbagai

agaimana dimaksud dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2013;

3} peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi mineral
logam, batubara, mineral bukan logam, dan batuan;

4) perpanjangan IUP Operasi Produksi logam, batubara, mineral bukan
logam dan batuan;

S) WIUP mineral bukan logam dan batuan untuk wilayah yang berada
dalam 1 (satu) kabupaten /kota;
6) IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan batuan; dan

7) IPR dan perpanjangannya.

‘—.




SE MENTERI ESDM 04-2015

M ENTERIAN ENBRO DA SUMBER DAYA MINERAL Tindak Lanjut UU 23 Tahun 2014 XPK

REPUBLIK INDONESIA
Yang Terhormat: .
1. Gubermur : . =
2. Bupati/Walikota . a
o - 2
seluruh Indonesia -3 -
/OTES .
NOMOR:  01.8/30/008/2013 1] dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oieh
TENTANG pubernur sebelum berlakunya PP Momor 77 Tahun 2014;
RUBAHAN B 73] dalam rangka Penanaman Modal Asing yang telah diterbitkan oleh
pENPEp, AMAN ST&THDEI;ZI“MN USAHA PERTAM AMAN m]:u? KA bupati/walikota scbelum berlakunya PP Memor 77 Tahun 2014,
N MODAL NEGER] MENJAD! PENAR MOl ASING apabila dekumen perizinan sudah diserahkan oleh bupati/walikola
kepada pubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UL Momor 23
Sehubungan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014;
e s P, e 77 Tainan 2014 teatas Porubaban Ketign Atas b. Bupati/Walikota wajib menyerahken dokumen 1UP Eksplorasi, 1UP
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanean Kegiatan Operast Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014}, maka dan penjualan, atau [UP Operasi Preduksi khusus unmuk pengolahan

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 = "

Tahun 2014, kewe b sektor minera Berdasarkan 4 Lﬂm

Tahin 201, ewenangen b secor miners | ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo Uy Nomor 23

penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalan

penerbiin Lin Usaha Perambangan sdan Tighyun 2014, kewenangan sub sektor mineral dan batubara dibagi antara
2 Berdasrkan keentuan Pel 08 Praen Peerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi, di mana kewenangan
menyerghkan dokuamen [UP Eksplorasi, TUP €

produksi khusus untuk penganglutan dan wm.tdmn Iﬁll Uﬂh.. Pﬂml dﬂ.lﬂ.'ﬂl m‘-#-ﬂ- Pﬂw H'ﬂd.ﬂ.]

Produksi khusus untuk pengolahan dan/ats

penanaman modal asing yang telah dites .ﬂ.ﬂiﬂﬂm mmh ﬁ“t-r

dan/atau pemumian dalam rangka Penanaman Modal Asing yang }fl_a!_'i

Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dala . -
1 {saty) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerinteh inl untuk diperbarui g
IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- F

undangan.

3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan anghka 2:

a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen JUP Eksplorasi, [UP Operasi
Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk penganglutan dan Tembusarn:

penjualan, atsu [UP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan 1. Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral
dan/atau pemurnian:

2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepsla Badan Koordinasi Penanaman Modal

L DAN BATUBARA,

1) dalam ...
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35 Izin Usaha Tambang Dicabut

ara permane L
rmasalah mulai dari tidak :
Iti, tidak rutin melap

” kata Bupati Morowali Anwar Hafid
'Peran Penting Pemerintah C ah, Perusahaan
dan akat dal: SDA dan Perlindungan terhadap Tenaga

“ltu hasil e

Tambang

21 lzin Tambang di Sarolangun Dicabut

Kamis, 05 Juni 2014 15:11

W Tweet 4

SAROLANGUN - Sebanyak 21 izin tambang di
Kabupaten Sarclangun dipastikan dicabut lantaran
habis masa izin. Selain itu, pencabutan juga
dikarenakan ada izin yang tumpang tindih, dan ada
perusahaan yang tidak membayar pajak.

*"M £235 A':ﬁ&._.‘vdr—

- . r’\< .
Ini dikatakan Bupati Sarolangun, Cek Endra.
Sebelumnya, sesuai dengan rekomendasi Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK), ada 40 izin
pertambangan di Kabupaten Sarolangun bermasal

‘Ada 10 izin yang tumpang tindih dengan iz

TAMBAMG, 12 April 2014 | 1010
Pasca Sidak KPK Pemerintah Dapat & Triliun Dari Minerba

arius D

if dengan meningkatnya pend : g
U dua bulan terakhir. Paul Lub )
telah banyak pelaku usaha di daerah

dinerba, pemennt:nh mendapat h
triliun. Angka itu meningkat p lam Kurun w
an Program Ditjen Minerba bilang dana itu didapa

iban utangnya.

KPK: 83 Izin Tambang di Sumsel
Bermasalah

pda izin usaha di hutan lindung seluas 9.300 hektare.

Truk tengah mengangkut batu bara. Foto ilustrasi.
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Jakarta Post

KPK leadership to fight natural resources corruption
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Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama
tentang Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Indonesia
20 Kementerian, 7 Lembaga dan 34 Provinsi
Jakarta, 19 Maret 2015







DEKLARASI PENYELAMATAN

SUMBERDAYA ALAM INDONESIA

Jakarta, 19 Maret 2015
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BADRODIN HAITI

-~ Kami yang hertanda tangan dlhawah ini. menyatakan tekad untuk'menyelamatkan sumberdaya alam Indonesia -‘\.».'
dengan mendukung tata kelola sumherdaya alam yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepntlsme A
=Y serta menegakkan hukum! dlsektnr sumberdaya alam Sesuai kewenangan masmg masmg
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Rencana Aksi

 Dokumen Presentasi, KAK, Jadwal dan Matriks Rencana Aksi dapat diunduh pada link berikut:

http:/ /acch.kpk.go.id/gn-sda

BERANDA EDUKASI PEMIMDAKAR STATISTI

GERAKAN NASIONAL GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR KEHUTANAN & PERKEBUNAN
PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM - o AN ool Naionel panyelamatan SOA Secer Kehuranan & ferkebunar

s REMAKSI Gerakan MNasional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan

» Jadwal Gerakan Masional Fenyelamatan S04 Sektor Kehutanan & Perleebunan

n KAK Gerakan Naszional Penyelamatan SDA Selktor Kehutanan & Perkebunan

= Paparan Kick Off Meeting Gerakan Masional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan
s Surat Kick Off Meeting Gerakan Masional Penyelamatan SDA Sektor Kehutanan & Perkebunan.

= GERAKAN NASIOMNAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR KELAUTAN

= Surat Undangan Kick Off Metting Gerakan Masional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan

s FLYER Gerakan Maszional Penyelamatan S0DA Sektor Kelautan

» JADWAL KORSUP Gerakan MNasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan 9 Kota

ALK Gerakan Nasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan

s MATRIKS REMAKSI Gerakan Maszicnal Penyelamatan SDA Sektor Kelauta - Pemerintah Provinei
s MATRIKS REMAKSI Gerakan MNasional Penyelamatan SDA Sektor Kelautan - Pemerintah Pusat
» PAPARAN Kick-Off Metting Gerakan MNasional Penvelamatan SDA Sektor Kelautan

s REKAP REMAKSI Gerakan Masional Penyelamatan S04 Selktor Kelautan

= GERAKAN NASIOMAL PENYELAMATAN SDA SEKTOR PERTAMBANGAN MINERBA
» Kerangka Acuan Kerja
= Format Laporan

» Koordinasi dan Supervisi di Bali 3-4 Dezember 2014




“KORUPSI DI SEKTOR SUMBER DAYA ALAM, TIDAK HANYA PERSOALAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, TETAPI MERUPAKAN
KEGAGALAN NEGARA DALAM MENGELOLA SDA
UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYATNYA”

TERIMA KASIA

!;-KPK BERSAMA KPK BERANTAS KORUPSI

) -‘.' Komisi Pemberantasan Korupsi



